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BUPATI KATINGAN

PEIRATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 0T TAHLIN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAhI PERWAKILAN KECAMATAN IBUKIT RAYA
" DI KABUPATEN KA'IINGAN

Menimbang la.

Mengingat

b.

DENGAI,I RAHMAT TUHAN YANG MAH/\ EISA

BUPATI KATINGAN

bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten

Katingan khususnya di Kecamatan Katingan Hulu dan sesuai
perkenrbangan kemampuan erkonomi,asprek potensi daerah, sosial

budayat, sosial politik, junrlah pendr,rduk, luas wilayah dan
pertimbangan lainnya dan daLlam rangkar memenuhi aspirasi yang

berkembang di masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk
Perwakilan Kecamatan Bukit RaYa;

bahwa pembentukan Perwakilan Kecamatanr Bukit Raya,dimaksud

akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidiang

Pemerintahan, Pembangunian dan Kernasyarakatan Serta

memberikan kemampuan yangl maksimal dalam rangka pemanfaatan
potensi dan sumber daya yang tersedia;

bahwa berdasarkan pertimb;rngan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b diatas perlu ditetapkan derlgan Peraturan Bupati

Katingien.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor I 'Tahun 197'4 Tentang Pokok-Po$<ok

Kepegiawaian (Tambahan Lembaran Nr:gara Republik lndonesia
Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 5 -[ahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupiaten Katingan, Kabuparten Seruyetn, Kabupaten Sukamara,
Kabupiaten Lamandau, Kabupiaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Rlaya dan Kabupaten Barito Timur di

Propinsi Kalimantan Tengah (,Lembaran lrlegara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambarlhan Lembaran Negara Nomor 4180);,
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Undang-Undang Nomor 1O Tahun 20Cl4 -l-entang Pembentukan
peratuian Perundang-Undarrgan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nonror S3,Tambahan Lembaran Negetra

Nomor a389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Og4 Tentang Pemerintalran

Daerati (Lembaran Negara Rr:publik lndgnesia Tahun 2004 Nomor

125,Tambahan Lembaran Negiara Nomor t1431');

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuanfan antira Pemerintenh Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembiiran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126

iambahan Lembaran Negara I'lomor 4438);

Peratunan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2l00Ct Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor

S4,Tanrbahan Lembaran Negana Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 20103 Tentang Pedonran

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Taiun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262'|'

Peraturan Daerah Kabupatelr Katingan Nclmor 03 Tahun 2003

Tentanrg Kewenangan Pemerintah Daetrah Kabupaten Katingan

sebaga'i Daerah Otonom (Lembaran Daerarh Tahun 2003 Nomor 0i]);

Perat-uran Daerah Kabupatelr Katingan Nclmor 14 Tahun 2404

Tentarrg Pembentukan, Sus;unan Organisasi dan Tata Kerja

Kecan:ritan di Kabupaten Katiingan (Lemlbaran Daerah Tahun 2AO4

Nomor 14 Seri E);

9.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATUIFRAN BUPATI TENTAI'IG PEMBENTUKAN PERWAKILAN

KECAMATAN BUKIT RAYA DI KABUPATEN KI\TINGAN

BAB I

KETENTUAN UMIJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan

masyararkat hukum yang memprunyai batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus uru$an Pemerintahan dan kepentingan

masiararkat setempat menurut prakarsa sendini berdasarkan aspirasi

masyararkat dalam sistem Negana Kesatuan Republik lndonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Burpati dan F'erangkat Daerah sebagai

unsur pernyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah BuPati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;



6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat s;ebagai Perangkat Daerah

KabuPaten Katingan;
7. Camat ildalah Kepala Kecamertan dan b,ertanggung jawab kepada

BuPati;
8. Perwakilan Kecamatan Bukit Raya adalah wilayah Kerja Canlat

sebagai perangkat Daerah Kilbupaten Katingan yang merupal<an

pemekarcn dari Kecamatan Katirrgan Hulu Kabupaten Katingan;
g. Desa at6u yang disebut dengarr nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah nesituan masyarakat hukum yang rnemiliki batas-batas wilayah

yang mermiliki kewenangan untul< mengatur dan mengurus kepentingan

masyaraLkat setempat berdasarkian asal-usull dan adat istiadat setempat

yang d1akui dan dihormati clalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik lndonesia;
l0.pembentukan Perwakilan Keciamatan adalah tindakan mengadakan

perwakilan Kecamatan Baru yang berdiri sendiri hasil pemecahan

Kecametan Yang telah ada;

BAB II

PEMBEN UKAN, BATAS WIIAYAH DAN IBt,|KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Katingan ini dibentuk Perwakilan Kecamatan Bukit

Raya di Desa Tumbang Kajamei Kabuparten Katingan.

Pasal 3

Perwakilan Keciamatan Bukit Raya beriasal dari pemisahan sebagian wilayah
Kecamatan Katirrgan Hulu yang meliputi :

a. Desa Tumbarrg Kajamei;
b. Desa Tumbang Kataei;
c. Desa Tumbang Dahuei;
d. Desa Rantau Pandan;
e. Desa Penda ltlange;
f. Desa Rangarrr Rondan;
g. Desa Rangal"l Bahekang;
h. Desa Tumbang Karuei;
i. Desa Tanjung Batik;
j. Desa Tumbang Kaburai.
k. Desa Tumbang Gaei

Pasal 4

Dengan dibentuknya Perwakilan Kecamatan Elukit Raya sebagaimana
dimaksud Pasal 2, wilayah Kecamatan Katingan Hulu dikurangi dengan wilayah
Perwakilan Kecarnatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



Pasal 5

Dengan tertrentuknya Perwakilan l'(ecamatan Buliit Raya sebagaimana

OimaisrA Pasal i Peraturan Elupati Katingarn ini, maka jumlah

Desa/Kelurahan yang berada dalanr wilayah l(ecamatan Katingan l-{t'tlu

n"rfrr.ng m6rnjadi 23 Desa dan Kelurahan yang terdiri dari :

a. Desa Rangan Ranjing;
b. Desa Batu Bango;
c. Desa Tunlbang Labaning;
d. Desa Penrda Tanggating Lama;

e. Desa Penda Tanggaring Baru;

t. Desa Tunrrbang Hangei ll;
Desa Tunrrbang Jiga;
Kelurahan Tumbang Sanamang;
Desa Tunlbang Mangketai;
Desa Tun:rbang Manangei;
Desa Tunrbang MahoP;
Desa Tunrbang KabaYan;
Desa Sei lNanjan;
Desa Tumbang Kuai;
Desa Rarrtau Bahai;
Desa Rarrtau Puka;
Desa Kuh.rk SePangi;
Desa Tunrbang Salaman;
Desa Teltrk TamPang;
Desa Deh,es Asem;
Desa Rarrgan Kawit;
Desa Kiherm Batang;

w. Desa Turnbang Sabetung.

Pasal 6

Perwakilan Kecamatan Bukit Raya m€Impunyai batas-batas wilayah :

a. sebelah tJtara berbatasan dengan Kecamatan Manukung Kabupaten

Malawi ProPinsi Kalimantan Barat;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamal,an Katingan Hulu;

d. Sebelah Earat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten

Seruyan dan Kecamatan Antang hlalang Kabupaten Kotawaringin Timtlr;

Pasal 7

lbukota Perwakilan Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Tumbang

Kajamei;

Pasal 8

(1) Batas wilayaXr sebagaimana dimaksnrd pada Pasal 6 digambarkan daflilm
peta sebagai kelengkapan Adminir:itrasi wilayah Perwakilan Kecamatan

Bukit Raya; (data terlamPir)



(2) Penentuan hatas dan luas wilayah Perwakilarn K.ecamatan Bukit Raya
'-' .".rp pasti di lapangan sebagaimarna dimaksud Pasal 8 akan ditetapkan

dengan KePultusan BuPati.

Pasal 9

(1) Dengan terlaentuknya Perwakilan Kecamatan Bukit Raya ditetapkan
' ' 

Renlana Tata Ruang wilayah Perwallilan Kecamatan Bukit Raya;

(2) penetapan Ru'ncanJTata'Ruang wilayah Perwakilan Kecamatan Bukit R.aya
' 'sebagalmana 

dimaksud ayat (i), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata

irrrri wilayirh Propinsi kalimantan Tengah clan Rencana Tata Ruang

wilayah KabuPaten Katingan.

BAB III

PEMBIAYMN

Pasal 10

(1) Untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan' ' perwai<ilan perlu dianggarkan untuk operasional kecarmatan;

(2) Ketentuan anggaran senaga!1gna sryat 1 diatas dianggarkan dalam APBD

Kabupaten Katingan tahun 2007;
(3) Besai anggaran lebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 dihitung dengan

jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan daerah;

BAB IV

KETE:NTUAN PERTANGGUI'IG JAWABAN

Pasal 11

(1) perwakilan Kecamatan bertanggung jawab pada Btlpati melalui Sekretaris

Daerah;
(2) Pemerintah Penruakilan Kecamateln

singkronisasi dengan Kecamatan lnduk
wajib mengadakan koordinetsi,

BAB V

KETENTUAN KEPEGFiWAIAN

Pasal 12

pegawai yang diangkat menjadi Pervuakilan {ecamatan kepangkatan dan

Es6lonering di sesuaikan dengan keterntuan Perundarng - Undangan yang

berlaku.

BAB VI

KETENITUAN PERAL.IHAN

. Pasal 13

(1) Sebelum Perwakilan Kecamatan Bukit Raya dilaksanakan secara efektif,

dilakukan perryediaan sarana dan prasarana Pemerinrtahan;



jZ; O"ngrn diberlakukannya Peraturan Bupati Katinrgarn ini, penyelenggaraan

Kecamatan l(atingan ilulu harus segera dilakukan penyesuaian dengan

ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUITUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati

ini akan diatur dengan Keputusan Bupatil.

Pasal 15

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Blpati ini dengan-penetapannya dalam Bierita Daerail"r Kabupaten Katingan

DitetaPkankan di lt(asongan

Pada tianggal W Desember 2006

BERITA DAERAH KABUPA
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